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Tembusan: 

1. Sekretaris Ditjen PSDKP 

2. Para Direktur lingkup Ditjen PSDKP 

Sehubungan dengan kegiatan dan anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana 

Pengawasan Tahun 2026, bersama ini terlampir kami sampaikan Kinerja Direktorat 

Prasarana dan Sarana Pengawasan Semester I 2026. 

Demikian disampaikan, atas petunjuk dan arahan lebih lanjut dari Bapak Direktur 

Jenderal kami ucapkan terima kasih 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KINERJA
Direktorat Prasarana dan
Sarana Pengawasan

Semester I 
Tahun 2026 
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Maritime Fisheries Integrated Surveillance
System (MFISS)

Progres Pembangunan Kapal Pengawas 70 Meter

Steel Cutting dan Keel Laying 2 unit kapal

Kapal pertama pada tahap penempatan blok
004 di Slipway dan blok lain ditargetkan
selesai pada Juli 2026;
Kapal kedua menyusul dengan blok 117 naik
Slipway minggu ke-2 Juli 2026;
Instalasi listrik dimulai pada tanggal 6 Juli
2026.

Seluruh gambar struktur baja telah disetujui LR.
Namun, gambar pipa serta pemadam
kebakaran (fire and safety) masih terkendala
kejelasan tanggung jawab antara otoritas
bendera (flag authority) dan LR. Gambar
struktur telah disetujui, namun gambar pipa dan
safety menunggu kejelasan wewenang antara
LR dan otoritas bendera.
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Maritime Fisheries Integrated Surveillance
System (MFISS)

Progres Pembangunan Kapal Pengawas 60 Meter

Kedatangan sebagian material yang sudah dipesan sesuai rencana,
pengiriman pelat baja tetap dijadwalkan pada minggu ketiga Juli 2026.
Pemotongan baja ditargetkan dimulai dengan blok 102 sebagai blok
utama (master block).

Gambar utama sebagai persyaratan
pelaksanaan Steel Cutting telah
tersedia dan telah di approved oleh
LR, sehingga pekerjaan persiapan
konstruksi sudah dapat dilakukan.

Sertifikat pelat dan stempel LR harus didokumentasikan dan dicocokkan
dengan heat numbers saat material tiba.
Pada saat pembangunan kapal, setiap revisi gambar mengikuti SOP pull-
and-replace: gambar yang digantikan ditarik dari lapangan dan kantor
setelah revisi dirilis.
Semua pihak mendapatkan pembaruan gambar yang sama demi
keselarasan proses konstruksi.
Bulb plate telah diterima, diperiksa bersama dengan PT. JDC, dan
dipindahkan ke penyimpanan. Penilaian mesin utama dan pompa laut
telah selesai dan disetujui; sertifikat tipe vendor telah diminta.
CCTV dipasang di area gudang dan workshop/hanggar.
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Maritime Fisheries Integrated Surveillance
System (MFISS)

Rencana Pembangunan Command Centre (Maritime
Fishery Intelligent Security System)

Surat dari Direktur Bina Penataan
Bangunan Kementerian Pekerjaan
Umum Nomor:
CK0402/T/cb/2026/178, tanggal 23
Januari 2026, Perihal Rekomendasi
Rencana Pembangunan Maritim
Fishery Intelligent Security System 

Pembangunan Maritim Fishery Intelligent
Security System merupakan upaya
strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan dalam memperkuat tata kelola
keamanan dan pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan Indonesia. Sistem
ini dirancang untuk menjawab tantangan
kompleks di wilayah maritim, khususnya
terkait praktik penangkapan ikan ilegal,
ketidaktertiban pemanfaatan ruang laut,
serta keterbatasan integrasi data
antarinstansi dalam pengawasan laut
nasional.
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Maritime Fisheries Integrated Surveillance
System (MFISS)

Perizinan KKPRL untuk lahan perairan di samping
milik Batam Nara dalam proses permohonan
verifikasi teknis oleh BP Batam.

Peningkatan Kapasitas Dermaga Kapal Pengawas
Pangkalan PSDKP Batam

PT. Famindo Inovasi Teknologi (FIT) telah menyampaikan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
sebagai bentuk tanggungjawab terhadap seluruh
pekerjaan dermaga dan komitmen tidak adanya tuntutan
ke KKP pada tanggal 19 Juni 2026. 

Atas dasar SPTJM dan dokumen PKKPRL, PPK MFISS
menyampaikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:
961/KPA.1-PSDKP/VI/2026 tanggal 23 Juni 2026.

Pemasangan listrik darat 105 KVa ke
dermaga sementara dengan jarak +/-
600 m² telah selesai;
Material tiang pancang dan alat kontruksi
sudah berada di perairan Kepulauan Riau
di atas ponton;
Material kontruksi dermaga lainnya seperti
besi tulangan, clamp spoon pile, support
perancah kontruksi pile cap, bollard dan
fender sudah tersedia.
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Maritime Fisheries Integrated Surveillance
System (MFISS)

Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan MFISS

Koordinasi dengan tim Jaksa Muda bidang
Intelijen sebagai pengendalian terhadap
Ancaman, Gangguan, Hambatan dan
Tantangan (AGHT) pelaksanaan kegiatan
MFISS. Dalam upaya mitigasi risiko pelaksanaan
kegiatan agar dilakukan pdengan pronsip:

Tertib administrasi dan kontrak, setiap ada perubahan spesifikasi teknis harus
memiliki justifikasi, dokumen inisiasi dan addendum kalkulasi tambah-kurang;
Dilakukan uji teknis, Untuk dilakukan uji laboratorium terhadap plat baja yang
digunakan meskipun sudah terdapat sertifikasi dari pabrikan dan hindari
penggunaan teknologi yang sudah kadaluarsa;
Mitigasi pengendalian risiko berbasis AGHT dan memperhatikan usia pakai
kapal, peralatan yang digunakan, biaya operasional serta biaya perawatan.

Pengamanan

Pendampingan

Koordinasi dengan tim Kortas Tipidkor POLRI dalam rangka
melakukan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan MFISS
agar: 
Menjaga integritas dan audit MFISS (perencanaan,
pelaksanaan dan pembayran);
Mekanisme perubahan  kontrak (syarat, legalitas dan
pengendalian);
Mitigasi risiko pembanguanan kapal 70 meter
(penunjukan konsultan pengawas, faktor geografis dan
kapasitas hukum).
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Maritime Fisheries Integrated Surveillance
System (MFISS)

Telah terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 34 Tahun 2026 Tim
Pelaksana Pekerjaan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System
(MFISS)

Keskretariatan 

Telah dilakukan penyusunan SOP Pengajuan Permohonan
Pembayaran MFISS dan SOP Peminjaman Dokumen MFISS

Telah dilakukan Revisi penambahan anggaran sebesar
Rp1.100.000.000.000,00 dan buka blokir anggaran sebesar
Rp10.000.000.000,00 melalui surat Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan Nomor S-351/AG/AG.3/2026 tanggal 5 Juni
2026 perihal pengesahan revisi anggaran Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026
sehingga total anggaran yang tersedia sebesar
Rp1.110.000.000.000,00 atau setara dengan EUR 52.857.142,86 (Kurs 1
EUR = Rp21.000)

telah dilaksanakan rapat pemantauan, evaluasi, dan laporan
pelaksanaan kegiatan PHLN dan SBSN Triwulan II Tahun Anggaran
2026;
Pelaksanaan Proyek MFISS menghadapi kendala keterbatasan
anggaran, sehingga pembayaran tahap kedua (Second
Payment) belum dapat direalisasikan sesuai ketentuan kontrak;
Sebagai tindak lanjut, akan diusulkan penambahan anggaran
serta dilakukan koordinasi dengan lender dan Kementerian
Keuangan untuk penyesuaian mekanisme pembiayaan dan
pelaksanaan pembayaran
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Rekondisi MV. Run Zeng 03

Sea Trial

Pada sea trial, kapal mencapai kecepatan
10,7 knot saat searah arus dan 8,7 knot saat
melawan arus;
Pengujian dilakukan pada gelombang 0,5
meter dan angin 15–22 knot;
Kapal beroperasi normal dengan
kemampuan manuver hingga 20 derajat
pada RPM 500.

General Arrangement
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Perencanaan Kebutuhan dan Pengendalian
Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengawasan

Pengembangan SIRIP (Sistem Informasi Rencana Induk
Pengembangan dan Pemantauan) PSP 

Pengembangan awal sistem SIRIP PSP meliputi penyusunan
proses bisnis, workflow, desain sistem, dan integrasi data PSP

Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan
Kerja Sama JICA

Pendampingan tim JICA ke Sofifi dan Menerima penyampaian laporan sementara
hasil survey 7 lokasi, dan menerima hasil penetapan 2 kandidat (Natuna dan
Sofifi) sebagai lokasi pengembangan prasarana dan sarana UPT
Menyusun kurikulum dan menjadwalkan pelaksanaan pelatihan bagi pegawai
PSDKP pada Oktober 2026
Membahas rencana uji coba satelit SAR pada Oktober 2026

Pendampingan tim JICA ke Ambon
Dilaksanakan survei lapangan dan wawancara mendetail dengan staf
Stasiun PSDKP Ambon guna menggali kebutuhan pengembangan sarana,
kendala operasional, serta masukan teknis sebagai bahan penyusunan
rencana pengembangan

Dit. PSP menyusun kebutuhan ideal prasarana dan sarana pengawasan yang
diperlukan dalam rangka pengembangan Satwas SDKP Merauke
Perlu koordinasi antara DJPSDKP dan DJPT untuk memastikan lokasi dan luasan
lahan di PPN Merauke yang akan digunakan oleh DJPSDKP dalam rangka
pengembangan kelembagaan Satwas SDKP Merauke

Tim Jica melakukan observasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan,
serta pengarusutamaan gender untuk menjadi bagian penting dalam
perencanaan pembangunan prasarana dermaga.
Dermaga eksisting yang berlokasi di Fandoi dan dermaga Eks MBJ, dan
fasilitas Pasar Bosnik, serta potensi penyediaan material lokal menjadi
referensi penting dalam penyusunan rencana pembangunan calon
dermaga di Urfu.
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Supervisi, Penyediaan dan Kesiapan Prasarana
Pengawasan

Supervisi Pembangunan Kantor Lanjutan Satwas PSDKP Padang

Progres pembangunan lanjutan Kantor Satwas SDKP Padang
sebesar 11,74% berupa pekerjaan acian dinding lantai 2;
Plesteran dinding lantai 1; Afwerking beton expose kolom
lantai 1 dan rangka plafond.

Supervisi Penyediaan Kantor Satwas PSDKP Tegal

Renovasi kantor Satwas SDKP Tegal, saat ini sedang tahap
finalisasi RAB dan gambar perencanaan.

Supervisi Penyediaan Prasarana Kantor Pangkalan PSDKP Benoa

Renovasi kantor Satwas SDKP Benoa, pembuatan RAB dan
gambar perencanaan telah selesai.

Supervisi Kesiapan Prasarana UPT Semester I TA 2026
Nilai kesiapan prasarana UPT PSDKP sampai dengan semester I TA
2026 untuk 7 (tujuh) UPT yaitu Jakarta, Tual, Lampulo, Batam,
Kupang, Biak dan Tahuna sebesar 81 (indeks) dengan kategori
siap

Hibah dan Pemanfaatan Lahan
Proses hibah lahan Satwas SDKP Kotabaru seluas 5.887 m² sampai
pada tahap pendaftaran dan penerbitan sertifikat an. Pemerintah RI c.q
KKP;
Progres hibah lahan dan bangunan Pelabuhan Perikanan Tumumpa,
seluas 247,5 m² hingga tahap penyampaian permohonan surat
menerima hibah ke Biro Keuangan.
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Penguatan Kebijakan dan Supervisi Pembinaan
Pokmaswas

Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Pokmaswas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar
dan Pokmaswas Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
tanggal 17-18 Juni 2026
Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas di Pangkalan
PSDKP Batam tanggal 18 Juni 2026
Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas Laut Selat Malaka
berupa Sosialisasi Pengawasan SDKP tanggal 25 Juni 2026

Finalisasi rancangan perubahan Kepmen KP NO. 58 tahun
2001;
Penyusunan dokumen analisis dan evaluasi perubahan
Kepmen KP NO. 58 tahun 2001.

Pembinaan Pokmaswas

Perubahan Kepmen KP No.58 Tahun 2001

Tindak Lanjut Laporan dan E-book Perdirjen No 5 Tahun 2021
& Kepdirjen No. 33 Tahun 2024

2 Laporan Pokmaswas telah ditindaklanjuti yaitu
laporan Pokmaswas Kabupaten Simeulue dan
Pokmaswas Kabupaten Berau;
E-book Perdirjen No 5 Tahun 2021 & Kepdirjen No. 33
Tahun 2024.
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Penyelesaian Standar Prosedur Operasional (SOP)
dan Capaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana
Pengawasan

Perubahan Kepmen KP No.58 Tahun 2001

Rekapitulasi SOP yang Diselesaikan

Capaian IP ASN, Capaian Penilaian SAKIP dan Capaian
Verifikasi Arsip

10 Besar IP ASN Dit. PSP

Ruswadi Wendy K.R. Husain

Sri Ratna R. Toni D. Rina F.S.

Andrik Y. Lucky P. Hadi P.

Arseto
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Direktorat Prasarana dan Sarana
Pengawasan
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